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Tomu,SH.,MH. 

 

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui tentang penguasaan dan 

pemilikan tanah pertanian secara absentee di Kota Gorontalo setelah berlakunya 

Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian 

apakah sudah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

 

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Sumber Data Primer dan Sekunder 

dengan tekhnik pengumpulan data bahan hukum  yang digunakan yaitu studi 

kepustakaan, observasi dan wawancara serta menggunakanan alisis data yang  

bersifat deskriptif.  

 

Hasil penelitian menunjukkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 56 Prp 

Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Lahan Pertanian, pemerintah telah 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan 

larangan kepemilikan tanah pertanian secara absentee. Namun dalam keyataanya 

masih terdapat orang yang memiliki tanah pertanian yang melebihi dari peraturan 

yang ditetapkan dan masih banyak orang yang memiliki tanah pertanian secara 

absentee di Kota Gorontalo.Ini menjadi bukti bahwa peraturan ini belum 

diimpelementasikan dengan baik. 

 

Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi peraturan ini 

adalah kesadaran hukum dari masyarakat  yang masih kurang, Faktor Budaya, 

Faktor Ekonomi, Faktor Lemahnya Sistem, Faktor Sarana dan Prasana, Sosialisasi 

yang tidak efektif, dan Tidak diterapkannya sanksi yang tegas. Untuk itu 

Pemerintah Daerah dalam hal ini Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota 

Gorontalo harus bekerja lebih baik lagi guna membantu mengimplementasikan 

peraturan pemerintah tersebut di masyarakat.  
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